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ABSTRAK

Kata kunci: Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan: Pertama, organisasi
Sumpah, Advokat, advokat mana yang memiliki wewenang menjalankan delapan kewenangan
Organisasi, Wadah, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat?
Kendali Kedua, apakah Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 mengenai Penyumpahan
Advokat bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, khususnya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat? Untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian menggunakan berbagai teori hukum,
seperti teori kewenangan, teori pembentukan undang-undang, teori negara
hukum, teori kepastian hukum, dan teori sejarah. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk
mengumpulkan data terkait permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: Pertama, Organisasi Advokat yang memiliki wewenang menjalankan
delapan kewenangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
sebagai satu-satunya organisasi advokat. Kedua, setelah dianalisis dengan
berbagai teori hukum, Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang
Penyumpahan Advokat ternyata bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi,
terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Saat ini,
profesion dan organisasi advokat menghadapi masalah yang perlu diperbaiki
dan diperkuat melalui perubahan hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

ABSTRACT
Keywords: This research aims to address two questions: Firstly, which lawyer's
Oath, Advocate, organization is authorized to carry out the eight competencies regulated by Law
Organization, Container, Number 18 of 2003 concerning Advocates? Secondly, does the Letter from the
Control Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number

73/KMA/HK.01/I1X/2015 dated September 25, 2015, regarding the Swearing-in
of Advocates, contradict higher laws, especially Law Number 18 of 2003
concerning Advocates? To answer these questions, the research employs
various legal theories, such as the theory of authority, legislative theory, the
theory of the rule of law, the theory of legal certainty, and historical theory. The
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method used in this research is normative legal research, which aims to gather
data related to the issues. The results of the study indicate that: Firstly, the
Advocate Organization authorized to carry out the eight competencies as
regulated by Law Number 18 of 2003 concerning Advocates is the Indonesian
Advocates Association (Peradi) as the sole lawyers' organization. Secondly,
after being analyzed with various legal theories, the Letter from the Chief
Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number
73/KMA/HK.01/I1X/2015 dated September 25, 2015, regarding the Swearing-in
of Advocates, is indeed in contradiction with higher laws, especially Law
Number 18 of 2003 concerning Advocates. Currently, the legal profession and
lawyers' organizations are facing issues that need to be addressed and
strengthened through legal changes, legal structures, and legal culture.

PENDAHULUAN
Saat ini, menurut peraturan resmi, proses Penyumpahan Advokat diatur oleh Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Namun, dalam kenyataan lapangan, proses ini
diatur oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015
tanggal 25 September 2015. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat menetapkan bahwa Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah, seperti yang
dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (4),
adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Ini berarti bahwa PERADI adalah hasil dari
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah organisasi advokat yang disepakati
oleh delapan organisasi advokat pendiri sebagai satu-satunya wadah, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa keputusan, seperti Nomor 014/PUU-
1V/2006, Nomor 103/PUU-X1/2013, Nomor 112/PUU-XI1/2014, dan Nomor 36/PUU-XII1/2015,
yang menguatkan status PERADI sebagai wadah tunggal. PERADI, sebagai satu-satunya wadah
profesi advokat, memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai hal, termasuk
menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat, menguji calon advokat, mengangkat
advokat, membuat kode etik advokat, membentuk Dewan Kehormatan Advokat, membentuk
Komisi Pengawas, melakukan pengawasan, dan memberhentikan advokat sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
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Organisasi Advokat mengalami perpecahan dan kekacauan dengan banyaknya organisasi

advokat, bahkan ratusan, yang memiliki wewenang yang sama dalam menjalankan delapan
kewenangan advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Perubahan aturan melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
73/ KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 membuat wadah advokat dari tunggal
(Single Bar) menjadi banyak (Multi Bars). Ini mengakibatkan masalah, seperti sulitnya
mengontrol advokat dan organisasi advokat, menurunnya mutu dan integritas advokat, yang
merugikan masyarakat pencari keadilan. Ketua Mahkamah Agung, Prof. M. Hatta Ali, terlihat
melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 Tanggal 25 September 2015 tentang
penyumpahan advokat. Keputusan ini tidak melibatkan proses yang hati-hati, seperti
mendengarkan pendapat dari pimpinan Organisasi Advokat, seperti yang biasanya dilakukan
oleh Ketua Mahkamah Agung sebelumnya (Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.) dalam Surat
Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/V1/2010 tanggal 25 Juni 2010.

Teori negara hukum menyatakan bahwa lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan di
Negara harus menggunakan kekuasaannya sesuai dengan aturan hukum. Ini berlaku juga untuk
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mereka harus patuh pada hukum dan bertindak
sesuai dengan peran hukum, bukan melanggar hukum atau konstitusi. Surat yang dikeluarkan
oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada tanggal
25 September 2015 tentang penyumpahan advokat tidak sesuai dengan peraturan yang lebih
tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Keputusan ini juga
bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, seperti Nomor 014/PUU-IV/2006, Nomor
103/PUU-X1/2013, Nomor 112/PUU-XII/2014, dan Nomor 36/PUU-XIII/2015. Ketua
Mahkamah Agung, dengan menerbitkan surat tersebut, telah melanggar kewenangan, asas-asas
pembuatan peraturan, dan kurang hati-hati. Ini menyebabkan kekacauan dalam organisasi dan
profesi advokat.

Salah satu alasan Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat Nomor
73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat pada tanggal 25 September 2015 adalah
untuk memastikan hak-hak pekerjaan advokat, seperti hak mendapat penghidupan yang layak,
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imbalan yang pantas, dan perlakuan adil dalam pekerjaan, sesuai dengan undang-undang.

Namun, alasan ini dianggap lemah dan terkesan dipaksakan, terutama karena masalah
profesionalisme advokat yang berbeda dengan pekerjaan biasa seperti buruh. Ini adalah isu
penting untuk profesi penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu, terbitnya
surat tersebut juga dipengaruhi oleh perpecahan organisasi advokat, di mana tidak ada kesatuan

dalam pandangan antara organisasi advokat. Ini turut berkontribusi pada keputusan tersebut.

METODE

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara
khusus di Provinsi DKI Jakarta, penelitian dilakukan Tahun 2023 dengan metode penelitian yang
deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan literasi/kepustakaan dan pendekatan konseptual.
Jenis penelitian hukum yang diterapkan adalah yang fokus pada aturan dan norma yang dapat
ditemukan di perpustakaan sebagai data sekunder, seperti peraturan-peraturan hukum yang
terkait dengan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Advokat dianggap sebagai Profesi Officium Nobile, yang artinya kedudukan mereka dalam suatu
profesi adalah sangat terhormat. Setiap profesi memiliki kewajiban untuk menjalankan ilmunya
dengan tulus, niat baik, dan kejujuran demi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, etika yang
dimiliki setiap profesi menjadi dasar dan ukuran bagi setiap profesional agar selalu bertindak dan
bekerja dengan integritas, sesuai dengan sumpah dan kode etik yang diterapkan. Profesi dan
Organisasi Advokat perlu dilindungi dan dijaga agar tetap menjadi profesi yang menghormati
(Officium Nobile) dan menjaga martabat sebagai penegak hukum yang terhormat. Secara
hukum, Organisasi Advokat di Indonesia diatur oleh prinsip Wadah Tunggal (Single Bar) sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Namun, dalam kenyataannya,
Organisasi Advokat di Indonesia menjadi Wadah Banyak (Multi Bars) karena pengaruh dari
Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada
tanggal 25 September 2015.

Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada
tanggal 25 September 2015 menyebabkan masalah hukum dan kebingungan, khususnya bagi

profesi dan organisasi advokat di Indonesia. Sebelumnya, organisasi advokat di Indonesia adalah

Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 1123



Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat
Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

satu wadah tunggal (Single Bar), tetapi akibat surat tersebut, menjadi banyak (Multi Bars).

Walaupun kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dalam profesi advokat diizinkan
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi hal ini tidak boleh mengganggu 8 kewenangan
pokok Organisasi Advokat. Kewenangan-kewenangan tersebut termasuk penyelenggaraan
pendidikan keahlian profesi advokat, pengujian advokat, pengangkatan advokat, mengajukan
penyumpahan advokat ke pengadilan tinggi, penindakan advokat, pemberhentian advokat,
pengawasan advokat, serta pembentukan kode etik dan dewan kehormatan advokat sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 8 kewenangan ini hanya
diberikan kepada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya wadah
tunggal (Single Bar).

Advokat memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum, sama seperti hakim, jaksa, dan
polisi. Mereka harus dihormati dan dijaga agar dapat memberikan manfaat dan kepastian hukum
bagi Indonesia sebagai negara hukum. Salah satu tugas advokat adalah menjaga agar pejabat
hukum tidak melanggar aturan hukum, sehingga hak pencari keadilan tetap terlindungi. Namun,
dengan dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada
tanggal 25 September 2015 tentang penyumpahan advokat, hal ini menyebabkan kekacauan,
melanggar peraturan yang lebih tinggi, memecah belah organisasi advokat, dan merugikan
profesi advokat, khususnya masyarakat yang mencari keadilan. Seharusnya, peran advokat harus

diperkuat dan dilindungi.

Peraturan yang lebih rendah, seperti Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor
73/ KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat, tidak boleh melanggar peraturan yang
lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Ini sesuai
dengan prinsip Lex Superiori derogat legi inferiori, yang artinya aturan yang lebih tinggi
mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Prinsip ini juga ditegaskan oleh putusan Mahkamah
Konstitusi, seperti Nomor 014/PUU-1V/2006, Nomor 103/PUU-X1/2013, Nomor 112/PUU-
X11/2014, dan Nomor 36/PUU-XII1/2015.
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Tiap periode kepemimpinan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum dan Penjaga

Konstitusi memiliki pandangan yang berbeda terhadap Organisasi Advokat. Ini tampak dari
beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan berbeda. Masa Prof.Dr.Jimly
Assiddiqie,S.H.  (2003-2008), Prof.Dr.Mahfud M.D. (2008-2013), dan Dr.Hamdan
Zoelva,S.H.,M.H. (2013-2015) memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan Perhimpunan
Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang memiliki delapan
kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, seperti Nomor 014/PUU-IV/2006, Nomor 103/PUU-
X1/2013, Nomor 112/PUU-XI1/2014, dan Nomor 36/PUU-XIII/2015, menegaskan bahwa
PERADI adalah wadah tunggal yang memiliki kewenangan pengangkatan dan penyumpahan.
Sebaliknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa
organisasi advokat lain, selain PERADI, juga dapat melakukan pengangkatan dan penyumpahan
advokat. Putusan ini menjadi acuan untuk terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor
73/ KMA/HK.01/IX/2015 pada tanggal 25 September 2015 di bawah kepemimpinan
Prof.Dr.M.Hatta Ali,S.H.,MH.

Masa kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai penegak hukum
memiliki pemahaman yang berbeda terkait Organisasi Advokat sebagai wadah tunggal dan
delapan kewenangannya. Hal ini terlihat dari dua surat yang dikeluarkan oleh dua ketua
Mahkamah Agung yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Surat pertama dikeluarkan oleh
Dr.Harifin A.Tumpa,S.H.,M.H pada tanggal 25 Juni 2010 dan Surat kedua dikeluarkan oleh
Prof.M.Hatta Ali,S.H.,M.H pada tanggal 25 September 2015.

Surat pertama menyatakan bahwa Penyumpahan Advokat hanya boleh diusulkan oleh Pengurus
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Sementara Surat kedua, yang diterbitkan oleh
Prof.M.Hatta Ali,S.H.,M.H pada tahun 2015, memiliki pemahaman dan konteks yang berbeda
terkait Penyumpahan Advokat. Para pendiri organisasi Advokat dan sebagian besar anggota

Advokat ingin agar Organisasi Advokat bersatu dalam wadah tunggal, yaitu Perhimpunan
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Advokat Indonesia (PERADI), sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Advokat, khususnya Pasal 28 dan Pasal 32.

Masyarakat yang mencari keadilan harus dilindungi dan tidak boleh dirugikan dalam proses
pencarian keadilan mereka. Peraturan hukum harus jelas dan tidak boleh dapat diartikan dengan
berbagai cara yang bisa merugikan masyarakat umum. Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA)
R.I. Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang berhubungan dengan penyumpahan Advokat telah
membawa dampak negatif bagi Profesi dan Organisasi Advokat, yang merupakan profesi yang
dianggap mulia. SKMA tersebut telah memicu banyak Organisasi Advokat yang berdiri tanpa
batas, menjadi tidak terkendali, merekrut dan mengangkat Advokat tanpa mengikuti standar yang

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) R.I. Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25
September 2015 tentang Penyumpahan Advokat telah mengubah pendidikan Advokat menjadi
bisnis dan merusak standar pengangkatan dan penyumpahan Advokat yang telah ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Meskipun Undang-Undang
tersebut belum diubah, SKMA membuat seolah-olah telah ada perubahan.

Secara hukum, pengangkatan dan penyumpahan Advokat diatur oleh Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 Tentang Advokat, tetapi dalam praktiknya, SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015
tanggal 25 September 2015 menjadi aturan yang lebih kuat. Ini berarti surat dari Ketua
Mahkamah Agung lebih berlaku daripada Undang-Undang yang dibuat oleh Legislatif dan
Eksekutif. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi Negara yang sangat

mengkhawatirkan.

Menurut Teori Negara Hukum dan Teori Kewenangan, Mahkamah Agung seharusnya tidak
memiliki hak untuk membuat aturan yang mengatur Profesi dan Organisasi Advokat, baik secara
de jure (berdasarkan hukum) maupun de facto (kondisi nyata), selain dari apa yang sudah diatur
dalam Undang-Undang Advokat yang merupakan produk dari Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat. Tidak ada ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang yang memberikan
wewenang untuk menguji materi atau formil guna membatalkan Surat Ketua Mahkamah Agung
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Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015. Keputusan

untuk melakukan hal tersebut sepenuhnya tergantung pada kewenangan dan kehendak baik dari
Ketua Mahkamah Agung sendiri. Hal ini terbukti dari Putusan Permohonan Nomor 40
P/HUM/2016, di mana permohonan pembatalan SKMA tersebut oleh Mahkamah Agung
dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa SKMA tersebut bukan bagian dari Judicial

Review, yang seharusnya menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksanya.

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting:

o Organisasi Advokat yang Berwenang: Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) adalah
satu-satunya organisasi advokat yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan delapan
tugas, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

o Ketidaksesuaian Surat Ketua Mahkamah Agung: Setelah dianalisis dengan menggunakan
berbagai teori hukum, ternyata Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan
Advokat bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

o Tantangan Profesi dan Organisasi Advokat: Profesi dan organisasi advokat saat ini
menghadapi masalah yang perlu diperbaiki dan diperkuat melalui perubahan dalam
hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Diperlukan upaya untuk menyelaraskan
regulasi dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi agar keberlanjutan profesi

advokat dapat terjamin.
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